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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan 

dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 

2022 dapat diselesaikan. 

Renja ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Paramasan 

Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 

Paramasan Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Paramasan 

Kabupaten Banjar 2022 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana 

kerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar tahun 2022 triwulan II dan uraian mengenai 

tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Di dalamnya 

memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan 

secara terencana dan berorientasi hasil. 

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Paramasan Kabupaten 

Banjar ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di 

Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2022. 

 

 

 

Paramasan, 2 2 Agustus 2022 

Plt. Camat Paramasan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah  yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan. 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah 

dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi 

: 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan 

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah; 

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan; 

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan 

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan 

pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar 

belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Paramasan Tahun 2022 ini: 

1 Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator kinerja 

di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian seluruh indikator di level sub kegiatan 

dengan apa yang tertuang pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas. 

2 Surat Edaran Nomor RP.02.02/667/PPE-Bappedalitbang yaitu : Hasil Audit BPK mengenai 

SILPA pd kas yg tdk sesuai dg asumsi APBD TA 2022, perubahan Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2022 yg mengakibatkan penyesuaian target kinerja pd sasaran, program & kegiatan. 
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1.2. Landasan Hukum 

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar 

dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Uandang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 

352) sebagai Undang - Undang  (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003  tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
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Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 1447); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, 

Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 

Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4); 

15. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 03); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
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Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6) 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5); 

18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026; 

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; 

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 5); 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Perubahan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar 

tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat 

program. kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur 

penilaian kinerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya dan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil 

evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan, serta untuk 

menyesuaikan indikator pada sub kegiatan yang tertuang pada Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan tahun 2022 

adalah untuk : 

1. Menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 ke 

dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan agar terjaga 

keselarasan dengan program tahunan daerah. 

2. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro 
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perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi 

masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, 

pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar 

Tahun 2022, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan 

penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan, sistematika penulisan. 

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN I 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 

2022. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 

melebihi target kinerja program/kegiatan; 

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

SKPD; dan 

6. Kebijakan/tindakan perencanaan   dan   penganggaran   yang   perlu 

           diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

  

 

 

 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
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 Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi 

perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator 

Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu 

Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan 

dilakukan perubahan 

BAB IV PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa: 

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai 

dengan kebutuhan. 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 

c. Rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah 

Pada tahun anggaran 2022 Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar 

melaksanakan 6 program, 15 Kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 2.366.037.319 (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga puluh tujuh 

ribu tiga ratus sembilan belas rupiah). sedangkan pada Perubahan RKPD Kabupaten 

Banjar Tahun 2022 Pagu Anggaran Kecamatan Paramasan mengalami penambahan 

sebesar Rp. 199.504.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu 

rupiah) sehingga total pagu dana perubahan sebesar Rp. 2.565.541.319 (dua milyar lima 

ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas 

rupiah) namun untuk program, kegiatan dan sub kegiatan tidak mengalami perubahan 

sehingga tetap 6 program, 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan  

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar 

sampai triwulan II tahun 2022 yaitu: 

2.1.1 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN / KOTA 

- Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah pada subkegiatan pengadaan mebel 

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM 

- Kegiatan  Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, 

tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan 
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2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II yaitu : 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub 

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD. 

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. 

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD. 

- Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 

- Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD. 

- Kegaiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD. 

- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 

pada SKPD. 

- Kegaiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 

- Kegaiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. 

- Kegaiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. 

- Kegaiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor. 

- Kegaiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

- Kegaiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 
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- Kegaiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 

- Kegaiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

- Kegaiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

- Kegaiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 

- Kegaiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

- Kegaiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 

- Kegaiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

- Kegaiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya. 

2. PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK. 

- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan. 

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. 

 

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN   

KELURAHAN 

- Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa. 

- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

di Wilayah Kecamatan. 

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM 

- Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat. 

- Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM 
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- Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

- Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan 

merupakan  Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi 

Vertikal. 

 

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 

DESA 

- Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. 

- Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan 

Aset Desa. 

- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

- Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 

- Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa. 

- Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang 

Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program 

dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator 

Nilai IKM Kecamatan Paramasan sampai dengan Triwulan II ini belum ada 

hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada 

akhir tahun. 
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2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan sampai triwulan II : 

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target di triwulan II. 

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan 

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II 

tahun 2022: 

- Kegiatan terhambat akibat adanya kekosongan jabatan . 

- Jumlah dan kualitas SDM Aparatur di lingkungan Kecamatan Paramasan yang 

terbatas. 

2.1.5 Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/ kegiatan 

Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/ kegiatan adalah : 

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan. 

- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang 

ditentukan. 

- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam 

melaksanakan target program dan kegiatan. 

2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat 

Daerah 

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana 

beberapa sub kegiatan masih belum mencapai target, hal ini berimplikasi negatif 

terhadap capaian program Renstra Kecamatan Paramasan. 

2.1.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut 

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk 

mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah : 

a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat. 

b. Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan 

pelaksanaan kegiatan. 

c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan 

pelaksanaan kegiatan. 
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d. Melaksanakan rincian aktivitas sesuai dengan rencana anggaran kas dan 

mengupayakan serta segera merealisasikan rincian aktivitas yang tertunda. 

 

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar 2022 

adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut : 
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TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA 

KECAMATAN PARAMASAN TAHUN 2022 SD 

TRIWULAN II 
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Sumber data : Laporan Renja Paramasan Tahun 2022
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 
 

3.1 Perubahan Indikator Kinerja 

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 

2022 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan 

menyesuaikan dengan  perubahan renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Keputusan 

Menteri Dalama Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

 

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan 

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada 

perubahan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini. 

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu  6 Program 15 

Kegiatan dan 43 SubKegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 ini. Nama 

program/kegaiatan dan subkegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 halaman 21 

 

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar 

setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.565.541.319 (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta lima 

ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari 

APBD Kabupaten Banjar. 

 

3.4 Alasan dilakukan perubahan 

Alasan dilakukan perubahan anggaran dan perubahan terget yaitu : 

1. Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi 

Keuangan, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Alasan perubahan karena 

ada perubahan standar harga satuan honor bendahara dalam rangka penyesuaian Belanja 

Daerah untuk  hal tersebut. 

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ,Kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SubKegiatan Pemeliharaan/Reha 

bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Alasan Perubahan karena mendapat tambahan pagu 

sebesar Rp. 199.504.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah) 

untuk pengadaan sumur bor. 
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Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 
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BAB IV 

PENUTUP 

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2022 ini, diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar serta 

memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD 

dalam rangka pencapaian hasil kinerja. 

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dalam 

melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat 

Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi 

Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”. 

Perubahan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik 

yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan 

Paramasan Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang 

lebih baik ditahun berikutnya. 

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar di dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal- 

hal sebagai berikut : 

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja 

Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub 

kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. 

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan Tahun 2022, merupakan perencanaan 

tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara 

perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian 

visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan 

sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Paramasan secara bersama-sama 

mempunyai tanggung jawab; 

2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas 

dan kewenangannya; 

3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam 

rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja 

secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2022. 

c. Rencana Tindak Lanjut 

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2022, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 

2022 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran 
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Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) 

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

 

Paramasan, 2 2 Agustus 2022  

Plt. Camat Paramasan 

 

 

 

 

 
H. Muhammad Farid, S. KM 

Pembina 

NIP. 19670821 199102 1 002 

 


